BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa keseimpulan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Idealized Policy (Kebijakan Ideal)

Ramainya pembeli dan lokasinya yang strategis membuat para PKL masih bertahan
untuk berjualan di eks Pasar Geliting. Untuk itu, Satpol-PP menggunakan pendekatan
SIMANIS yaitu Simpatik dan Humanis. Kemudian supaya barang dagangan mereka
laku, semua PKL di eks Pasar Geliting harus kompak mau dipindahkan ke Pasar
Wairkoja agar proses transaksi jual beli hanya dilakukan di Pasar Wairkoja.

Target Groups (Kelompok Sasaran)

Para pedagang kaki lima di eks Pasar Geliting mekatakan bahwa barang dagangan
yang mereka jual di Pasar Wairkoja tidak laku karena sepinya pembelidan lokasinya
yang kurang strategis yang membuat mereka mengalami kerugian dibandingakan
dengan di eks Pasar Geliting yang ramai pembeli dan lokasinya yang strategis yang
membuat mereka mendapatakan keutungan. Kondisi ini membuat warga terganggu
akibat keramian aktifitas di eks Pasar Geliting yang membuat kebisingan dan
menggangu aktifitas pejalan kaki. Selain itu, keberadaan PKL juga membuat kerugian
bagi pemilik kios dimana ada PKL yang menjual dagangan di depan kiosnya sehingga
menghalangi orang untuk berbelanja di kiosnya. Berbeda dengan warga lainnya tidak
merasa terganggu dengan keberadaan PKL di eks Pasar Geliting.

Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka tidak lagi melakukan
pemantauan terhadap aktivitas di eks Pasar Geliting karena statusnya yang dahulunya
sebagai pasar sudah di alih fungsikan ke Pasar Wairkoja. Sehingga Pemerintah daerah
Kabupaten Sikka bekerjasama dengan SatPol-PP dan Damkar untuk melakukan
penertiban kepada PKL yang melakukan pelanggaran, sehingga semua urusan terkait
penertiban PKL di eks Pasar Geliting diserahkan kepada Sat PolPP dan Damkar
Kabupaten Sikka mulai dari tindakan penegakan sampai pada pemberian sanksi kepada
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PKL yang melakukan pelanggaran. Kemudian, sebelum melaksanakan penertiban di eks
Pasar Geliting, Satpol-PP melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Geliting. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran
serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar.

4) Environmental Factors (Faktor Lingkungan)

Alasan ekonomi yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan
menggunakan fasilitas umum di wilayah eks Pasar Geliting karena lokasinya yang
strategis dan pembelinya juga ramai. Fakor ekonomi juga menghambat pemerintah
dalam membangun infrastruktur baru untuk kebutuhan pedagang. Selain itu faktor
lainnya yaitu faktor sosial, dimana kurangnya kekompakkan yang menyebabkan
kerenggangan dalam hubungan satu pedagang dan pedagang lainnya. Hal ini
dikarenakan ada pedagang yang yang sudah mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja tetapi
ada yang masih berjualan di eks Pasar Geliting.

6.2 Saran
1) Saran untuk Pemerintah

(@) Pemerintah harus lebih memaksimalkan penyampaian informasi tentang keberadaan
Perda Penertiban PKL agar tidak dijumpai PKL yang masih beralasan tidak
mengetahui peraturan yang ada.

(b) Diharapkan pemerintah membangun fasilitas umum berupa air di Pasar Wairkoja.

(c) Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menertibkan para PKL.

(d) Diharapkan Pemerintah Daerah juga harus mengkaji kembali terkait lokasi pasar,
apakah lokasi tersebut strategis ataukah tidak, mengkaji kembali kebijakan yang
dibuat terkait penutupan Pasar Lama Geliting sehingga tidak ada lagi pedagang kaki
lima, dan tidak ada keributan antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah

2) Saran untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

(a) Hendaknya PKL menyadari bahwa tempat untuk berdagang yaitu Pasar Wairkoja
sehingga PKL harus merelakan untuk dialokasikan sesuai dengan keputusan dan
kebijakan pemerintah.

(b) Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar

terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.
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(c) Seharusnya para pedagang lebih kompak mau direlokasikan ke Pasar Wairkoja agar
tidak menimbulkan perselisihan antara pedagang di Pasar Wairkoja dan eks Pasar

Geliting.
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

Fokus

Pertanyaan

Informan

Idealized Policy

Implementing

Organization

Bagaimana cara petugas melakukan
pendekatan dengan para PKL agar
para PKL mau mengikuti aturan sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2018 tentang ketertiban Umum
dan mau dipindahkan ke Pasar
Wairkoja?

Apa saja persiapan yang dilakukan
para petugas pada saat akan
menjalankan tugas menertibkan para
PKL di eks Pasar Geliting?

Apa saja kendala yang di hadapi
dalam proses penataan dan penertiban

PKL di kawasan eks Pasar Geliting?

Petugas Satpol PP

Idealized Policy

Bagaimana pendekatan yang
dilakukan untuk mengarahkan
masyarakat PKL agar mau

dipindahkan ke Pasar Wairkoja?

Petugas Satpol-PP

Target Groups

Apakah masyarakat sudah mengetahui
adanya Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2018?

Bagaimana pendekatan yang
dilakukan petugas terhadap
masyarakat PKL di eks Pasar
Geliting?

Pedagang Kaki Lima
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Environmental Factors

Mengapa masyarakat pedgang kaki
lima enggan untuk pindah ke Pasar
Wairkoja?

Bagaiman fasilitas di Pasar Wairkoja?
Apa saja kendala yang dihadapi saat
dilaksanakannya proses penertibaan di
eks Pasar Geliting?

Bagaimana sikap petugas dalam

melakukan penertiban?

Bagaimana kesiapan pedagang kaki

lima dalam menjaga kebersihan

Faktor apa saja yang membuat
masyarakat enggan untuk berpindah

jualan ke Pasar Wairkoja?

Tanggapan masyarakat —mengenai
keengganan masyarakat PKL untuk

berpindah tempat

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima

Tokoh Masyarakat
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Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

66



Wawancara dengan Pemilik Kios di eks

Pasar Geliting
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Nusa Tenggara
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Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa '
Fakultas limu Sosial dan limu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI EKS PASAR GELITING KECAMATAN
KEWAPANTE, KABUPATEN SIKKA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008™:

Nama - Veronika Imelda Jawa

Nomor Registrasi - 421 18 155 -
Prodi. - Administrasi Publik |
Fakultas - llmu Sosial dan limu Politik ]
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di Pasar Geliting
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.
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Jurusan/Prodi : limu Administrasi Publik

Instansi/Lembaga  : Fakultas limu Sosial dan limu Politik Universitas

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian © ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEL

KAKI LIMA (PKL) DI EKS PASAR GELITING KECAMATAN KEWAP;
KABUPATEN SIKKA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2018

Lokasi Penelitian - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kab. Sikka
" (Eks Pasar Geliting Kec. Kewapante) dan Kantor Satpol-PP Kab Sikka

Waktu Pelaksanaan
a. Mulai © 25 Juli 2022

b. Berakhir © 10 Agustus 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :
Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada
Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek
penelitian;

2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;

3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul
penelitian sebagaimana dimaksud diatas,

4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;

5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. o
Kupang, 12 Juli 2022 p
a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt.Kapale Dinas Penanaman Modal
Provinsi NTT,
(o
- Y
Tembusan : =

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubemnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan),

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang,
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
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PEKERJAAN ' MAHASISWI

KEBANGSAAN :  INDONESIA

ALAMAT :  Waidoko , RT/RW : 009/002, KeV/Desa : Wolomarang - Kecamatan : Alok Barat — Kab. Sikka

PROGRAM STUDI : llmu Administrasi Publik — Fakultas limu Sosial dan limu Politik - Unwira Kupang

UNTUK ¢ Melakukan Penelitian dengan judul “ Analis Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kdll
Lima (PLK) di Eks Pasar Geliting K tan Kewap Mmmm

No. 01 Tahun 2018 *~

LOKASI 2 DhasPeMagangan,Kwera&danUKMKab,Sm(E!tstGﬁwK&w)mt

Kantor Satpol PP Kabupaten Sikka
LAMANYA :  Terhitung mulai tanggal 25 Juli s/d 10 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada yang bersangkutan wajib memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai Berikut :

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Penelitian yang bersangkutan harus melaporkan kepada
Pemerintah setempat.

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat —istiadat daerah
setempat.

4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil ©* PENELITIAN “ Kepada Bupati Sikka Cq. Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Sikka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Ditetapkan di : Maumere

~ NIP. 19650916 199402 1 003

Tembusan:

Yth.  1.Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
2 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Stlmdlhunem
3.Kepala Satpol PP Kab. Sikka di Maumere;
4.Camat Alok Timur di Tempat ;
5.Camat Kewapante di Tempat ;
c.oammes«ummmumnmumm.
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NAMA : VERONIKA IMELDA JAWA )
KEBANGSAAN : INDONESIA iR

PEKERJAAN :  MAHASISWI
ALAMAT : MAUMERE

Telah Selesai melakukan Penelitian dengan Judul “Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 “ Sesuai surat dari Pit. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Prov.NTT Nomor : 070/2744/DPNT/Sp.4.3/07/2022, tanggal 12 Juli 2022 dan Surat ljin
Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor : 070/554/V111/2022
tanggal 21 Juli 2022 serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kab. Sikka Nomor : Satpol PP,Damkar.800/168/V1il/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

_}Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sikka

NIP. 18670509200003 1006

Tembusan:
Yth. 1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan) ;
2 Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik Unika di Kupang,
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